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ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaats).
Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan
kaidah-kaidah hukum positif. Kekuatan kehakiman diwujudkan dalam tindakan
pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta
menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang
ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan. Pada proses
pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan
bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas menjawab dan menyelesaikan
sengketa yang dihadapi. Dalam memutus suatu perkara tidak jarang hakim
menyimpang aturan yang sudah ada. Dengan alasan mempertimbangkan nilai-nilai
hukum yang baik dalam masyarakat menurut rasa keadilan dan kesadaran
hukumnya sendiri, maka hakim telah dikatakan memutus perkara berdasarkan
moral dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.

Penulis menemukan putusan Mahkamah Agung No. 266/K/AG/2010 yang
memutus perkara pembagian harta bersama. Majelis hakim dalam memutus perkara
telah menyimpang dari Pasal 97 KHI. Dari situ penulis tertarik untuk mengkaji
penemuan hukum oleh hakim dan alasan yang mendasari hakim dalam memutus
perkara tersebut. Untuk menganalisis kedua rumusan masalah tersebut, penulis
menggunakan teori penemuan hukum, paradigma hukum progresif dan teori cita
hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang
berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap. Hasil analisis putusan Mahkamah Agung No.
266/K/AG/2010 adalah: pertama, dalam putusan tersebut hakim menggunakan
metode penemuan hukum bebas kemudian berlanjut pada penerapan asas contra
legem, sehingga hasil putusan pembagian harta bersama adalah bagian % untuk istri,
dan bagian ¥ untuk suami. Penerapan asas contra legem demi kemaslahatan kedua
pihak yang berlandaskan pada magasid asy-syari’ah. Kedua, Keberanian hakim
menyimpangi ketentuan hukum harus memperhatikan pada nilai hukum yaitu
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, bersamaan dengan pemaknaan hukum
sebagai sesuatu yang selalu dalam proses menuju kesempurnaan untuk mengabdi
pada manusia.

Kata kunci: harta bersama, hakim, penemuan hukum, paradigma hukum, keadilan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan
Tidak
| =
Allf dilambangkan
N B B Be
5 » T Te
S s (dengan titik di
= sa §
atas)
c Jim J Je
5’ Ha (dengan titik
i ! . dibawah)
c e Kh K dan h
. Dal D De
3 Zal 7 Z (dengan titik
di atas)
? 4y R Er
0 1 Z Zet
s Sin S Es
s Syin Sy Es dan ye
5 Es (dengan titik
” > ; di bawah)
> 5 De (dengan titik
” Pad d di bawah)
A Te (dengan titik
L 5
o t di bawah)
: 4 Zet (denagn titik
L 5
“ ‘ di bawah)
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¢ ‘ATn . Koma terbalik ke
atas

¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

< Kaf K Ka

J Lam L ‘el

2 Mim M ‘em

O Nin N ‘en

B) Wawu W w

° Ha’ H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

¢ Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

3

3220a

Ditulis

Muta addidah

..ﬁ
oAc

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
ks Ditulis hikmah
5 Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

;1.,13;12\ i.A‘:)S

Ditulis

Karamah al-auliya’
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3. Bila ta’ Marbutah hidup dengan harakat fathds, kasraz dan dammah
ditulis t

il 385 Ditulis Zakat al-figr

D. Vokal Pendek

— fathah Ditulis A
_ Kasrah Ditulis '
- damman Ditulis U
E. Vokal Panjang
fathah+alif T A
s Ditulis
1 alals Ditulis Jjahiliyyah
fathathyq "mati Ditulis A
2 e Ditulis Tansa
Kasrah tya " Mati Ditulis I
3 S Ditulis karim
dammah-+wawu mati Ditulis U
4 w8 Ditulis Jurid
F. Vokal Rangkap
fathah+ya’ mati Ditllis Ai
1 (-\S-\:\i Ditulis bainakum
5 fathah+$vgwu mati Ditulis Au
3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ().

1 i Ditulis a antum

2 ok o Ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Aliff+Lam
1. Bila kata sandang A/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

ol Al Ditulis Al-Quran

L Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan
huruf | (el)-nya.

R Ditulis as-Sama

il Ditulis as-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Zawi al-furid

UAE,));K\ L;;f) Ditulis

2 d‘ﬁ Ditulis ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk
menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Dalam suatu negara
yang berdasarkan atas hukum (rechstaats), kekuasaan kehakiman merupakan badan
yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuatan
kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai
perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan
persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum
sebagai patokan.! Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.?

Menurut Gustav Radbruch, hukum yang efektif dan ideal adalah putusan
yang menurut ide desrecht, meliputi 3 unsur yaitu keadilan (gerechtigkeit)
kepastian (rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit).> Masing-masing
tujuan ini memiliki posisi yang telah permanen dalam suatu konstruksi hukum.
Kepastian hukum terletak dalam pasal-pasal perundang-undangan. Kemanfaatan

terletak pada tujuan pasal-pasal tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu

! Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2004), him. 93.

2 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), him.
23.



putusan yang diputus oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai-nilai
kehidupan yang ada (living law).*

Pada dasarnya hakim harus menerapkan hukum yang ada dalam peraturan
perundang-undangan. Adanya hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan
sebagai wujud dari asas legalitas, memang lebih menjamin adanya kepastian
hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik, tidak mudah untuk diubah
dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Di sisi lain, dalam kehidupan
modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum
yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahan
yang segera.’

Kenyataannya hukum atau perundang-undangan yang dibuat tidak
mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan
penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha
menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya
peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk
menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran
telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu
perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama harus menggunakan hukum tertulis
terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan. Jika peraturan perundang-

undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu

4 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: Ull Press, 2012), him. 8.

5 Mukhsin Asyrof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim
dalam Proses Peradilan”, Majalah Varia Peradilan IKAHI Jakarta, No. 252, November 2006, him.
73-86.



perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari
sumber-sumber lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum
tidak tertulis.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke
pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali
menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas
menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari
kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.” Dalam memutus suatu
perkara tidak jarang majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpang aturan
yang sudah ada. Dengan alasan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik
dalam masyarakat menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka
hakim telah dikatakan memutus perkara berdasarkan moral dan rasa keadilan dalam
kasus yang dihadapinya.

Di samping menerapkan hukum, hakim juga menciptakan hukum. Dalam
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, dinyatakan secara jelas bahwa hakim dilarang menolak mengadili
perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas. Pada waktu mengadili, hakim menentukan hukum in concreto terhadap suatu

peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum atau dengan

¢ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), him. 15.

7 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Jakarta: PT.
Citra Aditya Bhakti, 1993), him. 10.



putusannya hakim membuat hukum (judge made law). Di samping lembaga
legislatif sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, maka hakim juga
membentuk atau menciptakan hukum, hanya saja hukum yang telah diciptakan
hakim adalah hukum in concreto.®

Sebagaimana fakta di atas, penulis menemukan salah satu putusan yang
menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu putusan
Mahkamah Agung Nomor 226/K/AG/2010 tentang pembagian harta bersama.
Dalam putusan tersebut majelis hakim tidak menerapkan aturan hukum yang sudah
ada yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembagian
harta bersama yang disebabkan karena perceraian masing-masing adalah seperdua,
tetapi majelis hakim mempunyai pertimbangan lain sehingga pembagiannya
masing-masing suami mendapat ¥4 bagian dan istri mendapat % bagian.

Menurut Bagir Manan, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi
formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus
berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi
sosial dalam pergaulan.” Oleh karena hal tersebut, penulis memandang penting
sekali untuk meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor 226/K/AG/2010 sebagai

penelitian tugas akhir tesis ini.

8 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai IImu Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1984), him.
33.

° Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), him. 212.



B. Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan
beberapa pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penemuan hukum oleh hakim dalam putusan nomor
266/K/AG/2010?
2. Apa alasan yang mendasari hakim dalam membagi harta bersama % untuk

istri dan ¥ untuk suami pada putusan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan Manfaat dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting,
agar dalam kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang arah penelitian
tersebut. Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah:
1. Menjelaskan penemuan hukum oleh hakim dalam putusan nomor
226/K/AG/2010.
2. Menjelaskan alasan-alasan hakim membagi harta bersama dalam putusan
nomor 226/K/AG/2010.
Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah:
1. Manfaat teoritis-akademis
Studi ini diharapkan berguna bagi perkembangan khasanah keilmuan
khususnya dalam masalah eksistensi dan resistensi nilai-nilai hukum dalam
sebuah putusan. Selain itu juga memberikan sumbangan pemikiran tentang

pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam putusan.



2. Manfaat praktis
Memberikan tambahan wawasan bagi penulis tentunya, dan bagi para
praktisi sebagai uji akademis pada bidang hukum. Selain itu, untuk
memaparkan gambaran tentang hukum yang hidup melalui putusan dengan

fungsinya sebagai social control dan social engineering kepada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, karya-karya ilmiah
yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan tema tentang pembagian
harta bersama masing-masing sudah banyak dibahas. Namun pembahasan
mengenai putusan Mahakamah Agung yang memutus perkara tentang pembagian
harta bersama yang dikaji menggunakan pendekatan filsafat hukum menurut
penyusun masih jarang yang meneliti. Beberapa telaah pustaka yang berkaitan
dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis antara lain:

Karya ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Arina Kamiliya dengan
judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim
Mahkamah Agung Nomor 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta

10" Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka yang bersifat

Bersama
deskriptif analitik, dengan menjelaskan pertimbangan hakim dalam masalah harta
bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut, Arina Kamiliya

10 Arina Kamiliya, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim
Mahkamah Agung Nomor 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”, Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.



menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini memberikan refleksi
dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat dalam kasus
hukum yang pernah terjadi.

Kesimpulan akhir yang diperoleh dari penelitian tersebut vyaitu,
peritmbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus sengketa harta
bersama tidak berdasarkan pada bunyi teks Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama rata
setelah terjadinya perceraian. Majelis Hakim memutuskan porsi bagian pemohon
kasasi lebih besar dibandingkan dengan termohon kasasi, yaitu 60% untuk
pemohon kasasi dan 40% untuk termohon kasasi. Majelis Hakim telah menemukan
fakta bahwa harta yang disengketakan bukanlah harta bersama secara mutlak,
melainkan sebagian harta tersebut ada yang bersumber dari harta bawaan pemohon
kasasi.

Perbedaan skripsi karya Arina Kamiliya dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis adalah berkaitan dengan sumber data. Walaupun tema yang dibahas
sama akan tetapi data atau kasus yang didapatkan memiliki perbedaan tersendiri.
Arina Kamiliya mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 61/K/AG/2010,
sedangkan penulis akan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor
266/K/AG/2010.

Skripsi karya Zulfa Aminatuz Zuhro dengan judul “Analisis Yuridis
terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa

Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang: Studi Kasus Perkara Nomor:



2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg”!!. Penelitian dalam skripsi tersebut adalah penelitian
pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi dari putusan, buku sekunder,
artikel dan Undang-Undang dan sebagai pengayaan data dilakukan tehnik
wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode
deskriptif analitis. Analisis yang digunakan Zulfa Aminatuz Zuhro dalam
penelitiannya menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan
hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa adanya
perceraian adalah kaidah ushuliyah ad-dararu yuzalu yang berarti kemadharatan
harus dihilangkan. Zulfa Aminatuz Zuhro kemudian menambahkan bahwa
seharusnya penetapan harta bersama dikabulkan dan dilakukan bersamaan dengan
permohonan cerai atau sesudah ikrar talak diucapkan sebagaimana dalam UU No.
3 Tahun 2006 jo UU No. 20 Tahun 2009 pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1).
Penilitan skripsi tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan
penulis, karena penulis akan mengkaji perkara pembagian harta bersama yang tidak
mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor 266/K/AG/2010.

Tesis karya Fitrizal Widya Pangesti berjudul “Akibat Kepailitan Terhadap

Harta Bersama Pasca Perceraian”.!> Sama dengan telaah pustaka sebelum-

1 Zulfa Aminatuz Zuhro, “Analisis Yuridis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam
Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang: Studi Kasus
Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

12 Fitrizal Widya Pangesti, “Akibat Kepailitan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian”,
Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.



sebelumnya, penelitian yang dilakukan Fitrizal Widya Pangesti adalah penelitian
pustaka. Dalam tesis tersebut mengkaji sumber-sumber pustaka yang berkaitan
dengan harta bersama dan kepailitan. Penelitian tesis tersebut bersifat deskruptif
analitis yang menyajiakan aturan-aturan dan fakta hukum yang kemudian dianalisis
menggunakan teori penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi
hukum yang terdiri dari argumen peranalogian dan argumentum a contrario.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian tersebut adalah bahwa
perjanjian-perjanjian utang dengan menjaminkan harta bersama yang belum
dilakukan pembagian hingga menyebabkan kepailitan, maka harta bersama yang
belum dilakukan pembagian tersebut termasuk dalam boedel pailit. Fitrizal Widya
Pangesti menggunakan argumen peranalogian terhadap Yurisprudensi MA RI No.
803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970, sehingga hutang yang muncul setelah
perceraian di mana harta bersama terlibat di dalamnya (sebagai jaminan), maka
utang tersebut melekat utang bersama, sehingga yang termasuk dalam boedel pailit
adalah harta bersama yang belum dibagi dan harta pribadi debitur pailit.

Jurnal berjudul “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia
(Perspektif Sosiologis)”!'?, jurnal ini membahas bahwa di dalam al-Qur’an, Hadis
maupun Kitab-Kitab fikih tidak membicarakan masalah harta bersama, maka para
ulama Indonesia dituntut untuk melakukan ijtihad kolektif untuk menetapkan
kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan proses

ijtihad yang panjang akhirnya mereka menemukan formula yang tepat melalui jalur

13 Abdul Basith Junaidi, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif
Sosiologis)”, Jurnal Al-Qanun, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, No. 2,
Th. XVII, Desember 2014.
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syirkah abdan dan syirkah mufawadah, dalam merumuskan harta bersama dan juga
melakukan pendekatan dari jalur hukum adat. Mereka menggunakan metodologi
istislah (maslakah mursalah), ‘urf, serta al-‘adatu muiakkamah dalam rangka
mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami istri. Dengan cara
ini para ulama penyusun KHI telah mengatur pendekatan kompromistis kepada
hukum adat.

Buku karya Fence M. Wantu yang berjudul Mewujudkan Kepastian Hukum,
Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata'®. Tulisan
ini bersumber dari disertasi yang diujikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan sepenuhnya dapat diwujudkan dalam putusan
hakim di peradilan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaidah, norma,
atau das sollen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang
dihadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan
manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada.
Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus
mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat yang terdiri dari kebiasaan-

kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan

4 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam
Putusan Hakim di Peradilan Perdata, dalam https://www.academia.edu/ diakses pada 25 Mei 2018.
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pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup
dalam masyarakat berupa kebiasaaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.
Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Idealnya putusan hakim di pengadilan mengandung aspek kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk
mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan
keadilan biasanya saling bertentangan. Seorang hakim mengambil suatu
pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih
dekat dengan kepastian hukum, dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada
dasarnya, asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum itu kepada
masyarakat. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.
Penekanan pada asas kepastian hukum, mengakibatkan hakim lebih cenderung
mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.
Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum.

Tulisan mengenai teori-teori pertimbangan hakim dalam sebuah putusan
terdapat pada buku yang berjudul Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim'
karya Syarif Mapiassie. Dalam karya ini beliau menjelaskan bahwa dengan
kemajuan ilmu dan teknologi merupakan tantangan bagi hakim sebagai pemutus
perkara yang dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.
Kepercayaan publik kepada badan peradilan sangat bergantung pada praktik hakim

dalam memutuskan perkara. Karya ini menyajikan langkah-langkah untuk

15 Syarif Mapiassie, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta: Prenada Media
Grup, 2015).
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mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan melalui peningkatan
mutu putusan dengan argumen-argumen yuridis, sosiologis, dan filosofis yang
mewujudkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut penulis
buku ini sangat membantu dalam proses berjalannya penelitian nantinya.

Dalam penelitian tesis ini, penulis menjelaskan penemuan hukum dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 tentang pembagian harta
bersama. Penulis juga menjelaskan alasan-alasan hakim dalam membagi harta

bersama, yang mana hakim tidak mengikuti ketentuan Pasal 97 KHI.

. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada kajian penemuan hukum putusan Mahkamah
Agung Nomor 266/K/AG/2010 dan alasan hakim memutus harta bersama.
Tujuannya adalah melihat secara lebih jelas putusan Mahkamah Agung sebagai
putusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum atau tujuan diterapkannya
hukum.

Dalam hukum positif, Sudikno Mertokusumo membagi metode penemuan
hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode
penemuan hukum bebas. !¢

Metode interpretasi digunakan terhadap suatu peristiwa konkret yang telah

ada hukumnya, namun aturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan

16 1bid., him. 46-47.
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penafsiran dengan metode tertentu,!” sedangkan metode argumentasi digunakan
dalam hal aturan hukumnya ada tetapi tidak lengkap, maka untuk melangkapinya
diperlukan metode argumentasi atau penalaran hukum.'®

Adapun metode penemuan hukum bebas, hakim tidak mengikuti atau
berpijak pada teks-teks hukum tetapi teks-teks hukum digunakan sebagai alat untuk
menemukan pemecahan suatu peristiwva konkret. Di sini hakim tidak berfungsi
sebagai petugas yang menerapkan atau menjelaskan atau menafsirkan teks-teks
hukum, melainkan sebagai pencipta hukum, yaitu menciptakan penyelesaian yang
tepat untuk peristiwa konkrit. Dalam penemuan hukum bebas ini hakim mengikuti
zamannya dan akan memperbarui pemahaman terhadap aturan hukum.!®

Menurut Purwadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, hakim mempunyai
diskresi bebas. Perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan
pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Ajaran hukum bebas
(freirechtslehre) memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan
keputusan. Hakim di Indonesia diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai
hukum yang hidup di kalangan rakyat untuk diisi dalam putusannya (vide Pasal 10

ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).%°

17 Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, sosiologis,
komparatif, antisipatif, reskriptif, ekstensif, subsumtif, interdisipliner dan multidisipliner. Sudikno
Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, him. 14-21.

18 Metode argumentasi atau penalaran hukum meliputi argumentum per analogian,
argumentum a contrario, dan penyempitan hukum. Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang
Penemuan Hukum, him. 21-29.

19 Ibid.

20 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, him. 79.
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Sementara dalam hukum Islam, ulama ushul fikih mengembangkan model
penemuan hukum secara seksama. Dalam kajian ushul fikih, metode penemuan
hukum (istinbat al-ahkam) dibagi menjadi tiga, yaitu: metode bayani (interpretasi
literal), metode ta /ili (kausasi), dan metode taufiqi (sinkronisasi).?!

a. Metode bayani adalah metode penemuan hukum yang dilakukan dengan
cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an dan

Hadis. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumya,

hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Objek metode

ini adalah teks hukum al-Qur’an dan Hadis dengan melihatnya dari berbagai
segi; pertama, melihat jelas tidaknya suatu pernyataan hukum yang terdapat
pada nash al-Qur’an dan Hadis. Kedua, menunjukkan makna yang
terkandung dalam nash al-Qur’an dan Hadis. Ketiga, melihat luas dan
sempitnya suatu pernyataan hukum yang terdapat pada nash al-Qur’an dan

Hadis. Keempat, dengan cara melihat bentuk taklif terdapat pada nash al-

Qur’an dan Hadis.?

b. Metode ta’/ili adalah metode penemuan hukum terhadap persoalan-
persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash. Metode ini
bertujuan meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi

hukum Islam. Fondasi hukum ini merupakan alasan adanya hukum baik

2! Syamsul Anwar, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali”
dalam Amin Abdullah, dkk., Antologi Hukum Islam: Teori dan Metodologi, cet. ke-1 (Yogyakarta:
Sunan Kalijaga Press, 2000), hIm. 275.

22 Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori Hukum Islam: Usul al-Figh (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996), him. 115-190.
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berupa kausa efisien (‘illat al-hukmi) maupun kausa finalis (magasid asy-
syari’ah).?® Oleh karena itu metode ini dibagi menjadi dua, yaitu giyasi dan
istis/ahi atau teleologis.

Metode qiyasi dilakukan karena tidak adanya teks hukum yang secara
langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, fugaha harus
menemukan ‘i/[at yang sama antara kasus asal dan kasus baru, dalam rangka
memperluas ketentuan syariah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa.
Apabila tidak dapat menemukan ‘illat pada kasus serupa yang secara
lahiriah tidak tercakup dalam nash, maka selanjutnya akan dilakukan
metode istis/@hi.”* Metode istisi@hi yaitu pendasaran hukum pada kausa
finalis (magasid asy-syari’ah) atau tujuan-tujuan hukum. Magdasid asy-
syari’ah sebagai doktrin bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan
kemaslahatan manusia dan sebagai metode dimaksudkan sebagai pisau
analisis atau kacamata untuk membaca realitas yang hidup dan berkembang

di masyarakat.?

23 Ulama ushul fikih mendefinisikan magqasid asy-syari’ah adalah makna dan tujuan yang
dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat baik di dunia
maupun di akhirat. Istilah ini juga disebut asrar asy-syari’ah yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di
balik hukum yang ditetapkan oleh syara’ berupa kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006),
1V: 1108.

2 Pola istisiaki merupakan penemuan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak
ditunjuki teks-teks hukum. Dalam pola ini teks-teks hukum dikumpulkan guna menciptakan prinsip
umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip umum ini
selanjutnya didedikasikan kepada persoalan yang diselesaikan. Amir Mu’alim dan Yusdani, ljtihad
dan Legislasi Muslim Kontempoer, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ull Press, 2005), hIm. 96.

25 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan
Amerika, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), him. 44-45.
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Tujuan-tujuan pembentukan hukum Islam tersebut dibagi menjadi tiga
tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan
tersebut. Pertama, tujuan bersifat daruriyyah (tujuan primer). Tujuan ini
meliputi lima kepentingan pokok yang harus dilindungi, dan perlindungan
terhadap lima pokok tersebut menjadi tujuan hukum Islam. Kelima
kepentingan pokok tersebut antara lain: 4ifz ad-din (perlindungan terhadap
religiusitas atau agama), kifz an-nafs (perlindugan terhadap diri manusia),
hifz al- ‘agl (perlindugan terhadap akal), zifz an-nasl (perlindungan terhadap
keluarga), dan hifz al-mal (perlindugan terhadap harta). Kedua, tujuan
hajiyyah bersifat (tujuan sekunder). Ketiga, tujuan bersifat taszsmiyyah
(tujuan tersier).2¢

Metode taufiqi (sinkronisasi). Metode ini tidak ditemukan istilahnya dalam
literatur hukum Islam, meskipun diterapkan dalam penemuan hukum Islam.
Metode tersebut dimaksdukan untuk mencari solusi terhadap perlawanan
antara dua dalil yang sama derajatnya (za 'arud al-adillah). Dalam metode
ini dikembangkan teori jama’, tarjih, dan naskh.?’

Hal yang kerap terjadi pada penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan

advokat melihat perkara hanya sebagai objek perkara. Seringkali terdapat format

putusan tidak mengalami perubahan dan mungkin putusan sudah merasa berada

pada titik nyaman dengan aturan hukum yang baku. Untuk mencapai nilai-nilai

hukum, para penegak hukum memerlukan tindakan untuk meletakkan objek hukum

26 Asy-Syatibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Ahkam (Ttp.: Dar al-Fikr, 1341), 1I: 8.

27 Syamsul Anwar, “Teori Konformitas”, hlm. 275.
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sebagai pintu masuk dalam mengkaji perkara. Dengan demikian, maka akan
diperoleh putusan yang memenuhi nilai-nilai hukum yaitu: keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan.

Tujuan hukum menurut Gustav Radburch sebagaimanan dikutip oleh
Sidharta ada tiga yaitu keadilan (gerechtigkeit), kepastian (rechtssicherheit), dan
kemanfaatan (zweckmassigkeit).>® Ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu menyatu
secara harmonis di dalam hukum. Ketiga nilai hukum tersebut memiliki tingkatan
secara hierarkis, kepastian hukum berada di tengah antara kemanfaatan dan
keadilan. Ketika muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,
sebenarnya terdapat pertentangan antara keadilan yang tampak (apparent) dan
keadilan yang sejati (real). Kepastian hukum yang menjadi karakter hukum positif
harus mengalah kepada keadilan.?’

Tiga hal di atas merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan,
pelaksanaan, dan penegakan suatu aturan hukum. Pada cita hukum yang diinginkan,
suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan
maknanya. Problem mendasar reformasi hukum adalah tentang persoalan keadilan
dalam kaitannya dengan penegakkan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau

aturan perundangan harusnya adil, tetapi nyatanya seringkali tidak demikian.

28 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2013), him. 181.

2 Muhammad Isna Wahyudi, “Penegakkan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama”,
Jurnal Yudisial, No. 3, Th. VIII, Desember 2015, him. 273.
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Dalam praktek, kerapkali prinsip keadilan hukum kalah dengan prinsip kepastian
hukum. Sesungguhnya yang menjadi mahkota adalah keadilan bukan kepastian.

Menurut Radburch, diantara ketiga tujuan hukum tersebut hal yang urgen
adalah keadilan. Keadilan harus menempati posisi pertama dan utama daripada
kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan adalah tujuan yang harus
diprioritaskan, karena hal ini sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum yakni
bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan peraturan yang adil.>

Menurut Radburch, nilai keadilan adalah materi yang menjadi isi aturan
hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai
keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil.
Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak. Keadilan
menurut kajian filsafati adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu pertama, tidak
merugikan orang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi
haknya. Jika kedua prinsip itu terpenuhi barulah dikatakan adil.

Selanjutnya mengenai pemaknaan terhadap hukum, seharusnya mengikuti
paradigma hukum progresif sebagaimana berikut. Hukum progresif lahir tidak lepas
dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo?! yang merasa prihatin dengan keadaan
cara penyelenggaraan hukum di Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses

pencariannya itu dia berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja

30 Ahmad Zainal Fanani, Menomorsatukan Keadilan, Lihat
http://www.badilag.net/data/ ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%2KEADILAN.pdf diakses pada
9 Mei 2018.

31 Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 melalui sebuah artikel yang
ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakkan Hukum Progresif”
Kompas, 15 Juni 2002.
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dan kualitas penegakkan hukum Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme
dengan sifat formalistiknya yang melekat sekaligus mengabaikan moral.?

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi
dasarnya, yaitu hukum untuk manusia (law for human being). Memahami hukum
untuk manusia dimaksudkan Satjipto Rahardjo adalah untuk hukum yang dapat
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat
manusia bahagia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik
orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh
karena itu, hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu
hakim ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan
manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-
keadilan dan hukum pro-rakyat.*

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa hukum progresif
tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat
ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks
pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi. Hukum
adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya
menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan itu
bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada

rakyat, dan lain-lain. Inilah “hakikat hukum yang selalu dalam proses untuk

32 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), him.

33 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum
Progresif, Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro, No. 1, Th. I, April 2005, him. 7.
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menjadi” (law as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum
sendiri, tetapi untuk manusia.>*

Bagi hukum progresif, proses perubahan berpusat pada kreativitas pelaku
hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat, bukan
berpusat pada peraturan. Perubahan dapat dilakukan oleh para pelaku hukum
progresif dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada,
tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan buruk
tidak harus menjadi penghalang bagi pelaku hukum progresif untuk menghadirkan
keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan

interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.

. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang
dibicarakan. Metode merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam
mengerjakan penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan
terarah. Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang
optimal dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan ilmu.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research),
yaitu penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur-literatur

kepustakaan, seperti kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, Hukum

3% Gatjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, cet. ke-1
(‘Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), him. 33.
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Perdata, dan buku-buku tentang pembagian harta bersama yang berkaitan
dan relevan dengan pokok masalah penelitian.
Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan-
pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa-masa
yang aktual.> Deskriptif dalam penelitian ini yaitu berusaha memberi
gambaran kejelasan mengenai putusan serta pertimbangan hukum yang
digunakan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
266/K/AG/2010. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap
putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 dan menarik
kesimpulannya.
Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:
a. Data Primer
Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang
diperoleh penyusun adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor

266/K/AG/2010.

him. 13.

35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 111 (Yogyakarta: Ull Press, 1986),
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b. Data sekunder
Yaitu diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan
yang berkaitan dengan penelitian ini dari kitab-kitab fikih, buku-
buku dan karya ilmiah lainnya seperti disertasi, tesis, skripsi serta
artikel lain yang menunjang keberhasilan penelitian ini.
4. Pendekatan
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus
(case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-
kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh
pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap. Pendekatan kasus ini
mengkaji pertimbangan dari hakim dalam memutus suatu perkara.>® Dalam
pendekatan ini penyusun perlu memahami alasan-alasan hukum (ratio
decidendi) yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.’’
5. Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang
digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang
berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada

pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus®® berkaitan

36 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 191.

37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), him. 119.

38 Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 235.
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dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor

266/K/AG/2010 yang memutus perkara pembagian harta bersama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas tesis ini maka penyusun membagi
dalam sistematika pembahasan berikut ini:

Bab pertama, memuat pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk
mensistematisasikan suatu pembahasan.

Bab kedua, akan diuraikan tinjauan umum harta bersama suami istri dan
konsep keadilan. Secara rinci bab ini akan menjelaskan tentang pengertian, dasar
hukum, asal usul berbagai harta bersama, pembelanjaan harta bersama, pembagian
harta bersama serta konsep keadilan dalam putusan.

Bab ketiga berisi uraian tentang gambaran umum Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 226/K/AG/2010 yang memutus sengketa pembagian
harta bersama serta penyelesaian yang ditempuh.

Bab keempat, berisi analisis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor 226/K/AG/2010. Penulis akan menjelaskan penemuan hukum oleh hakim
dan alasan-alasan hakim membagi harta bersama dalam putusan 266/K/AG/2010.

Analisis ini menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
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Terakhir bab kelima, yaitu bagian penutup dan akhir dari penulisan tesis
yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung telah memutus perkara
pembagian harta bersama dengan tidak mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam. Penyelesaian perkara tersebut termuat dalam putusan No.

266/K/AG/2010.

1. Hakim melakukan penemuan hukum dengan metode penemuan hukum bebas.
Hakim diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di
masyarakat telah mendapat legitimasi yuridis dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Penggunaan metode ini jelas terlihat bahwa hakim menerapkan
asas contra legem yang mengesampingkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam. Dengan demikian, maka istri berhak mendapat bagian % dari
harta bersama, sedangkan suami mendapat % dari harta bersama.
Mengesampingkan ketentuan pasal tersebut atas dasar pertimbangan
kemaslahatan bagi kedua pihak. Dapat dilihat bahwa hakim juga menerapkan
metode istis/ahi dalam penyelesaian perkara tersebut mendasarkan pada tujuan
hukum Islam (Magasid asy-syari’ah). Hakim dalam menangani perkara

berusaha tidak sekedar menjadi corong undang-undang.

138
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2. Bagaimanapun juga putusan nomor 266/K/AG/2010 adalah untuk kedua pihak
yang berperkara. Dapat dikatakan pula, putusan tersebut telah menjadi produk
hukum untuk mengabdi pada manusia. Hukum harus dimaknai sebagai sesuatu
yang selalu berproses menuju kesempurnaan dengan tujuan agar kedua pihak
mendapat keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Keberanian hakim
menyimpangi ketentuan hukum harus memperhatikan nilai hukum yaitu
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam putusan
tersebut terlihat bahwa putusan adalah produk hukum yang harus dipatuhi dan
dilaksanakan. Bagi pihak yang menang (istri) akan dipenuhi hak-haknya,
sedangkan pihak yang kalah (suami) melaksanakan kewajiban memenuhi hak-
hak berdasarkan apa yang telah diputuskan hakim. Putusan tersebut juga
mengandung keadilan untuk kedua pihak. Adil tidak harus dikatakan sama,
dengan membagi harta bersama masing-masing memperoleh seperdua. Adil
dalam hal ini merupakan pemberian hak-hak kepada masing-masing individu
atas apa yang telah mereka usahakan. Selama ikatan perkawinan berlangsung,
yang lebih produktif adalah istri sehingga ia berhak mendapat bagian lebih
besar. Sedangkan suami hanya produktif pada masa awal perkawinannya, tetapi
dalam sebelas tahun belakangan ia tidak melaksanakan kewajiban sebagai
pencari nafkah, maka dirinya pantas mendapat bagian lebih sedikit. Adapun
nilai kemanfaatan dalam putusan adalah untuk pihak istri dan suami. Istri
memperoleh bagian harta bersama lebih banyak akan bermanfaat bagi dirinya
dan anaknya dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi

suami, walaupun lebih kecil bagian yang didapat juga akan bermanfaat bagi
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dirinya. Hal ini pula sebagai peringatan agar di lain waktu bila ia menikah
dengan wanita lain, agar lebih bertanggungjawab dalam kehidupan rumah

tangga karena kodratnya laki-laki adalah mencari nafkah.

B. Saran

Bagi pasangan suami istri, persoalan harta memang sangat sensitif, apalagi
persoalan harta bersama atau gono-gini. Syariat Islam menganjurkan bahwa,
apabila terdapat sengketa maka cara penyelesaian yang paling baik adalah dengan
cara berdamai atau secara kekeluargaan. Jalan tempuh melalui perdamaian
tujuannya untuk mencapai win-win solution dan lebih menjamin keadilan. Dengan
berdamai inilah hak dan kewajiban setiap pihak akan terlindungi. Selain itu kedua
pihak bisa lebih menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Bagi para penegak hukum khususnya para hakim, sudah semestinya berpikir
progresif dalam menemukan suatu hukum dan berani melakukan terobosan hukum
untuk mendatangkan keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pada manusia
dengan tidak melanggar norma agama maupun norma-norma yang lainnya. Selain
itu, hakim perlu mempertimbangkan maslahat secara cermat dalam setiap
menghadapi perkara. Hal demikian demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

bagi para pihak.



141

DAFTAR PUSTAKA
al-Qur’an dan Hadis

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an Depag RI, 1985.

As-San’ani, Muhammad bin Isma’il al-Amir, Subul al-Salam, Beirut: Dar Ibn al-
Jauzi, 1428 H.

Fikih/Ushul Fikih
Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, Ttp.: Dar al-Fikr, 1341.

Madrasah Hidayatul Mubtadi’in, Tagrirat Manzamat al-Fardid al-Bahiyyah fi al-
Qawa'id al-Fighiyyah, Kediri: PP. Lirboyo, tt.

Buku-buku Hukum

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum,
Jakarta: Kencana, 2012.

Al-Amruzi, Fahmi, Hukum Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Figh, KHI,
Hukum Adat dan KUHPerdata, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Amir Mu’alim dan Yusdani, Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontempoer, Cet. ke-1,
Yogyakarta: Ull Press, 2005.

Anshary, M., Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Bandung:
Mandar Maju, 2016.

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. ke-9,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 2006.

Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Bandung:
Mundur Maju, 2007.

Fuady, Munir, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

, Dinamika Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,
Hukum Adat dan Hukum Agama, Cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
2003.



142

Hadimulyo, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
1993.

Hadirin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Tinta
Mas, 1976.

Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7
Tahun 1989, Cet. ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 20009.

, Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan
Kasasi Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Huijbers, Theo, Pengantar Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang,
1978.

, Pencaharian Bersama Suami Istri: Ditinjau dari Sudut Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1986.

Kamali, Muhammad Hashim, Prinsip dan Teori Hukum Islam: Usul al-Figh,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Labacqz, Karen, Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan), Yudi Santoso
(terj), Bandung: Nusa Media, 2011.

Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Manan, Bagir, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: LPPM-
UNISBA, 1995.

, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2005.

Mapiassie, Syarif, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Prenada
Media Grup, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.
Mertokusumo, Sudikno, Bunga Rampai IImu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1984.
, Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011.

, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1998.



143

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 1990.

Muin, A., Ushul Figh: Metode Penggalian Hukum, Jakarta: Depag RI, 1986.
Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Nazir, Moh. Metode Penelitian, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Panggabean, Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia,
Bandung: PT. Alumni, 2014.

Rahardjo, Satjipto Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Kompas, 2006.

, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Cet. ke-1,
Yogyakarta: Genta Publishing, 20009.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet. ke-4, Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.

Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgelijk
Wetboek, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis, Yogyakarta:
Genta Publishing, 2013.

Soejono, Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, Semarang: UNDIP, 1979.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. ke-3, Yogyakarta: Ull
Press, 1986.

Subekti, R., Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat, Jakarta:
Gunung Jati, tt.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta:
PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Susanto, Dedi, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini, Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2011.



144

Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: Ull Press, 2012.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana
Prenada Media Grup, 2009.

Syarifuddin, Muhammad, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wahyudi, Yudian, Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada
dan Amerika, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam .

Undang-Undang Dasar Rl Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi dan Tesis

Arina Kamiliya, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan
Hakim Mahkamah Agung Nomor 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi
Gugatan Harta Bersama”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fitrizal Widya Pangesti, “Akibat Kepailitan Terhadap Harta Bersama Pasca
Perceraian”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2017.

Zulfa Aminatuz Zuhro, “Analisis Yuridis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim
dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan
Agama Malang: Studi Kasus Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg”,
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, 2014.



VI.

VII.

145

Artikel dan Jurnal

Anwar, Syamsul, “Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-
Gazali” dalam Amin Abdullah, dkk., Antologi Hukum Islam: Teori dan
Metodologi, Cet. ke-1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Asyrof, Mukhsin “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh
Hakim dalam Proses Peradilan”, Majalah Varia Peradilan IKAHI Jakarta,
No. 252, November 2006.

Junaidi, Abdul Basith, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia
(Perspektif Sosiologis)”, Jurnal Al-Qanun, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya, No. 2, Th. XVII, Desember 2014.

Maggalatung, A. Salman, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin
Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, Jurnal Cita Hukum, No.2,
Th. 11, Desember 2014.

Mujahidin, A.M., “Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di
Indonesia”, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 257, April 2007.

Rahardjo, Satjipto “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, Jurnal Hukum
Progresif, Program Doktor llmu Hukum Universitas Diponegoro, No. 1, Th.
I, April 2005.

Rochaeti, Etty, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam
Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal

Wawasan Hukum, No. 1, Th. XXVIII, Februari 2013.

Siahaan, Lintong O., “Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia”,
Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1, Th XXXVI, Januari 20086,

Wahyudi, Muhammad Isna, “Penegakkan Keadilan dalam Kewarisan Beda
Agama”, Jurnal Yudisial, No. 3, Th. VIII, Desember 2015.

Website dan Lain-lain

Fanani, Ahmad Zainal, “Menomorsatukan Keadilan”, dalam
http://www.badilag.net/data/ ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%2KEA
DILAN.pdf diakses pada 9 Mei 2018.

Martin, Elizabeth A., (ed), Oxford Dictionary of Law, Oxford: Oxford University
Press, 2003.

Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, dalam
https://www.academia.edu/ diakses pada 25 Mei 2018.



http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%252KEADILAN.pdf
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENOMORSATUKAN%252KEADILAN.pdf
https://www.academia.edu/

146

Webster’s New Universal Unabridged Dictionary.




	HALAMAN JUDUL
	PERNYATAAN KEASLIAN
	PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	ABSTRAK
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	MOTTO
	DAFTAR ISI
	BAB I : PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoritik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V : PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



